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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan Analisis Hukum yang telah dijelaskan, Penulis Legal 

Memorandum menyimpulkan pendapat hukum dan rekomendasi untuk 

membantu permasalahan Saudara Christian sebagai berikut: 

A. Pendapat Hukum 

1. Aset kripto dapat dijadikan objek hak milik yang memenuhi unsur-unsur 

dalam Pasal 570 KUHPerdata yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan 

bebas sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan 

tidak mengganggu hak-hak orang lain, sehingga aset kripto dapat 

dikategorikan sebagai benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdata. 

Berdasarkan karakteristik dan cara kerjanya, aset kripto dikategorikan 

sebagai benda bergerak tidak berwujud, karena: 

a.  Aset kripto yang dapat berpindah dari wallet satu ke wallet yang 

lain layaknya perpindahan uang dari suatu rekening di bank, maka 

aset kripto tergolong sebagai benda bergerak sesuai dengan Pasal 

509 KUHPerdata.  

b. Aset kripto tergolong sebagai benda tidak berwujud atau tidak 

bertubuh menurut Pasal 503 KUHPerdata karena bukti 

kepemilikannya bukti kepemilikan aset kripto tidak secara fisik 
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melainkan berupa catatan transaksi dalam bentuk digital yang 

tercatat dalam buku besar terdistribusi (distributed legder) di 

jaringan internet. 

2. Aset kripto sebagai benda memiliki hak kebendaan berupa hak jaminan 

atau jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang sifatnya umum atau 

jaminan umum, memiliki kendala dan kesulitan untuk diterapkan dalam 

aset kripto sebagai benda. Hal tersebut dikarenakan tidak dimungkinan 

dieksekusi untuk pelunasan utang oleh kreditur walaupun dengan 

adanya putusan pengadilan apabila kreditur tidak memiliki akses 

terhadap wallet debitur. Tidak ada pihak manapun yang dapat 

mendapatkan akses terhadap wallet debitur kecuali diberikan oleh 

debitur itu sendiri. Jaminan kebendaan yang dimungkinkan untuk 

dibebankan kepada aset kripto ada jaminan kebendaan yang bersifat 

khusus terhadap benda bergerak yaitu gadai dan jaminan fidusia.  

a. Gadai dapat diterapkan pada aset kripto sebagai jaminan karena 

karakteristik dari aset kripto yang mendukung terpenuhinya 

unsur-unsur dalam gadai yang melindungi kepentingan kreditur. 

Salah satunya adalah inbezitstelling yaitu benda yang digadaikan 

berada dalam penguasaan kreditur. 

b. Jaminan fidusia memiliki kendala dan kesulitan untuk 

dibebankan kepada aset kripto layaknya jaminan umum karena 
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dalam jaminan fidusia, benda yang dijaminkan tetap berada di 

penguasaan debitur. Hal tersebut merugikan kreditur khususnya 

dalam pelaksanaan eksekusi aset kripto yang dijaminkan apabila 

debitur wanprestasi mengingat apabila ingin mengeksekusi aset 

kripto yang berada di penguasaan debitur perlu mendapatkan 

akses terhadap wallet debitur. 

Mekanisme gadai aset kripto dapat mencontoh dari praktek gadai benda 

bergerak tidak berwujud yang sering dilakukan yakni gadai saham. 

Mekanisme gadai saham menggunakan PT KSEI sebagai pihak ke-3 

penyedia Sub Rekening Jaminan Efek untuk menyimpan dan memblokir 

saham yang dijaminkan agar tidak diperdagangkan hingga debitur 

melunasi utangnya. Kreditur memiliki akses atau kewenangan untuk 

menguasai saham yang dijaminkan dalam Rekening Jaminan Efek untuk 

mengeksekusi saham yang dijaminkan ke Bursa Efek apabila debitur 

sewaktu-waktu wanprestasi. 

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan pendapat hukum yang telah dijelaskan, aset kripto apabila 

bila ingin dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian peminjaman uang atau 

kredit hanya dapat menggunakan mekanisme penjaminan berupa gadai. 

Pembebanan jaminan fidusia tidak dimungkinan terhadap aset kripto karena 
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dapat merugikan kreditur dan beresiko menimbulkan konflik ke depannya. 

Penulis merekomendasikan untuk menjaminkan aset kripto pada penyedia 

layanan gadai aset kripto yang sudah mengantongi izin dari lembaga negara 

yang berwenang dalam hal ini adalah Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi) untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen.  

Mekanisme gadai aset kripto yang digunakan sekurang-kurangnya 

mengikuti mekanisme gadai saham yaitu dengan menggunakan wallet baru 

yang menampung sejumlah aset kripto yang dijaminkan dengan di bawah 

penguasaan kreditur atas kesepakatan bersama. Sebelum menggadaikan aset 

kripto, harap diteliti ketentuan dalam perjanjian yang mengatur eksekusi atau 

likuidasi aset kripto apabila menyentuh rentang harga tertentu karena voltalitas 

aset kripto dapat merugikan debitur apabila aset kripto terlikuidasi ketika harga 

aset kripto menyentuh harga likuidasi hanya dalam sesaat.   
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